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Abstrak

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan isu serius yang melanggar hak asasi manusia dan sering kali diabaikan
dalam konteks hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi KBG dari sudut
pandang hak asasi manusia (HAM) dalam politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini
mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap
perempuan, dapat diimplementasikan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender. Hukum Islam, melalui konsep gisas
dan huddd, menyediakan kerangka sanksi bagi pelaku kejahatan seksual dan kekerasan, namun penerapannya sering
terhambat oleh faktor sosial dan budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya bukti yang kuat dan proses hukum
yang adil dalam memastikan keadilan bagi korban. Dengan demikian, artikel ini merekomendasikan perlunya reformasi
hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi hukum yang lebih efektif dalam
menangani KBG serta melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.
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Abstract

This study uses a qualitative approach with field research methods and a statute approach. Data were collected through
interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the Bengkulu City Police
Satbinmas has made various preventive and repressive efforts to prevent online gambling, such as socialization,
education, and cooperation with related agencies. However, challenges such as low digital literacy and the difficulty of
tracking hidden online gambling activities are still obstacles. From the perspective of Figh Siyasah, law enforcement
against online gambling is in line with the principles of amar ma'ruf nahi munkar and maqashid sharia, which aim to
protect religion, property, and human reason. This study recommends increasing digital literacy, synergy between
agencies, and active community participation in efforts to prevent online gambling.
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PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi
manusia. Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan merupakan prinsip dasar dari
piagam PBB yang diadopsi para pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata “manusia” di dalam
Hak Asasi Manusia berarti kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia adalah hak asasi
wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi manusia, sekali dan untuk semua. Menjaga
dan mempertahankan kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan memerlukan
peran serta pemerintah. Seperti pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menunjukkan adanya
pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dimana prinsip
ini menghapuskan diskriminasi.
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Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang
melekat pada setiap individu sejak lahir. Ide mengenai HAM timbul di dataran Eropa pada
abad ke 17 dan 18 sebagai reaksi atas feodalisme kaum bangsawan dan kekuasaan raja-raja
yang absolute serta lalim terhadap rakyat dan masyarakat lapisan bawah. Sebagai reaksi
atas kesewenang wenangan tersebut munculah ide tentang penegakan hak asasi manusia
bahwa setiap manusia sama.

Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang ditujukan kepada individu
berdasarkan jenis kelamin mereka, yang sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender
yang mendalam dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, KBG mencerminkan norma-
norma sosial yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena
itu, penanganan KBG memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk
memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia memiliki dasar teologis yang kuat. Ajaran
Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan
dilindungi. Konsep HAM dalam Islam bersifat theosentris, di mana hak-hak tersebut
dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga oleh masyarakat dan negara.

METODE

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan
problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun.
Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan
mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena
kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hokum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang
dirancang untuk melindungi perempuan, tantangan signifikan tetap ada dalam
implementasinya. Salah satu langkah penting adalah penerapan Peraturan Mahkamah
Agung No. 3 Tahun 2017, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-
kasus terkait perempuan. Namun, banyak perempuan masih menghadapi kesulitan dalam
mendapatkan keadilan, terjebak dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Selain
itu, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga telah diterapkan, kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan tetap ada,
dengan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan UU ini.
Penelitian juga mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia sering kali tidak mencerminkan
perlindungan yang memadai bagi perempuan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang belum secara eksplisit mengakui kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks politik Islam, penanganan KBG sering kali dipengaruhi oleh norma-
norma budaya dan agama yang dapat memperkuat diskriminasi terhadap perempuan.
Meskipun ada dorongan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak
partai politik masih memperlakukan perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuan
politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mendidik masyarakat tentang
hak-hak perempuan dan pentingnya perlindungan hukum, serta revisi regulasi agar lebih
responsif terhadap kebutuhan perempuan. Integrasi perspektif gender dalam semua
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kebijakan publik dan penegakan hukum juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-
hak perempuan dilindungi secara menyeluruh. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun
telah ada kemajuan dalam regulasi hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan
berbasis gender, tantangan implementasi dan diskriminasi sistemik masih perlu diatasi agar
keadilan dapat dicapai secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan berbasis gender (KBG) merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi
sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender dan sering kali ditujukan kepada individu
berdasarkan seks atau identitas gender mereka. Menurut UNHCR, KBG mencakup berbagai
bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, serta
ancaman terhadap tindakan tersebut, paksaan, dan penghapusan kebebasan individu.
Kekerasan berbasis gender (KBG) berakar pada norma-norma sosial yang merugikan dan
penyalahgunaan kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan gender, sering Kkali
melanggengkan subordinasi perempuan dalam masyarakat patriarkal.

Kekerasan berbasis gender (KBG) dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya,
dan ekonomi yang saling terkait. Dari perspektif sosial, ketidaksetaraan gender yang
mendalam dalam masyarakat sering kali menciptakan lingkungan yang memungkinkan
terjadinya KBG. Misalnya, norma-norma patriarkal yang mendominasi dapat
mengakibatkan penerimaan sosial terhadap kekerasan sebagai cara untuk mengontrol
perempuan. Dalam banyak komunitas, ada stigma yang melekat pada korban kekerasan,
yang menyebabkan mereka enggan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami,
sehingga memperkuat siklus kekerasan.

Dari segi budaya, praktik-praktik tradisional dan norma-norma masyarakat juga
berkontribusi pada terjadinya KBG. Contohnya, praktik seperti perkawinan paksa dan sunat
perempuan (female genital mutilation) sering dianggap sebagai bagian dari tradisi atau
norma budaya yang harus dipatuhi, meskipun praktik tersebut berpotensi merugikan
perempuan dan anak-anak. Selain itu, penggambaran perempuan dalam media dan budaya
populer yang sering kali merendahkan atau menormalisasi kekerasan seksual dapat
memperkuat sikap permisif terhadap KBG. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting
dalam terjadinya KBG. Ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan ketergantungan
perempuan pada pasangan atau anggota keluarga lainnya, sehingga membuat mereka
lebih rentan terhadap kekerasan. Dalam situasi di mana perempuan tidak memiliki akses ke
sumber daya ekonomi atau pendidikan, mereka cenderung terjebak dalam hubungan yang
abusif karena kurangnya pilihan untuk mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa dalam
banyak kasus, kekerasan ekonomi—seperti penelantaran finansial atau kontrol atas
sumber daya—menjadi salah satu bentuk KBG yang paling umum terjadi.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi KBG secara efektif, diperlukan pendekatan
yang holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi ini.
Upaya pencegahan dan penanganan KBG harus melibatkan pendidikan masyarakat
tentang kesetaraan gender, perubahan norma budaya yang merugikan, serta
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pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar mereka memiliki posisi yang lebih kuat
dalam masyarakat.

UU PKDRT memiliki beberapa tujuan utama, antara lain mencegah terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara
keutuhan rumah tangga yang harmonis. Pasal 2 UU ini menegaskan bahwa semua pihak
yang berada dalam lingkup rumah tangga—termasuk suami, istri, anak, dan orang-orang
yang memiliki hubungan keluarga—dilindungi oleh undang-undang ini. Bentuk-bentuk
kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT mencakup kekerasan fisik (Pasal 6), psikis (Pasal
7), seksual (Pasal 8), dan penelantaran (Pasal 9). Selain itu, UU ini juga memberikan hak-
hak kepada korban, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang
dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (Pasal 10). Sanksi bagi pelaku kekerasan
diatur dalam Bab VlII, di mana hukuman dapat berupa pidana penjara hingga 20 tahun
tergantung pada beratnya tindak kekerasan yang dilakukan. Meskipun UU PKDRT telah ada
selama lebih dari satu dekade, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan melalui
kebijakan dan program edukasi yang sensitif gender. Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun
2004 menjadi dasar hukum penting dalam upaya mengatasi kekerasan dalam rumah
tangga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia, meskipun tantangan dalam
penerapannya masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Peraturan
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum (PERMA No. 3/2017) merupakan langkah penting dalam upaya
mengatasi diskriminasi dan stereotip gender dalam sistem peradilan di Indonesia. PERMA
ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam proses hukum—
baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi—mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
Salah satu fokus utama dari PERMA ini adalah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi
yang mungkin terjadi selama proses peradilan, dengan menekankan pentingnya
pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender oleh hakim dan aparat
peradilan lainnya.

Dalam konteks implementasinya, PERMA No. 3/2017 memberikan pedoman bagi
hakim untuk mengidentifikasi situasi-situasi di mana perlakuan tidak setara dapat terjadi,
serta bagaimana cara menanganinya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan
budaya yang mungkin mempengaruhi kasus yang dihadapi. Misalnya, pedoman ini
mengarahkan hakim untuk memperhatikan latar belakang korban dan pelaku, serta
dinamika kekuasaan dalam hubungan mereka, agar keputusan yang diambil tidak hanya
berdasarkan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. PERMA
juga berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan terhadap keadilan dengan
mengurangi hambatan-hambatan yang sering kali dihadapi oleh perempuan dalam sistem
peradilan, seperti stigma sosial dan bias gender. Selain itu, PERMA No. 3/2017
mengharuskan pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi dengan pendekatan yang
peka gender, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban
kekerasan berbasis gender.
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Namun, meskipun PERMA ini merupakan langkah maju, tantangan tetap ada dalam
implementasinya. Beberapa kendala termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-
prinsip gender di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum, serta perlunya
pelatihan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pedoman ini diterapkan secara konsisten
di seluruh tingkat peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai
pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil,
untuk memastikan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diinternalisasi dan dilaksanakan
secara efektif dalam sistem peradilan Indonesia.

Proses penegakan hukum terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) di
Indonesia melibatkan beberapa mekanisme yang dirancang untuk melindungi korban dan
menindak pelaku. Mekanisme ini dimulai dari pengaduan korban, yang dapat dilakukan
melalui berbagai saluran, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, atau
organisasi non-pemerintah. Setelah pengaduan diterima, pihak kepolisian akan melakukan
penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus tersebut.

Setelah penyelidikan, jika terdapat cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap
penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan
pelaku, serta mengumpulkan barang bukti yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa
dalam penanganan kasus KBG, polisi diharapkan untuk menerapkan pendekatan yang
sensitif gender, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang
menekankan perlunya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan
yang berhadapan dengan hukum.

Jika penyidikan menghasilkan bukti yang cukup, kasus akan diajukan ke kejaksaan
untuk proses penuntutan. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah
suatu kasus akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam proses ini, jaksa juga harus
mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka
dihormati selama proses hukum. Selanjutnya, jika kasus dibawa ke pengadilan, hakim akan
memeriksa bukti dan mendengarkan kesaksian dari semua pihak yang terlibat. Dalam
konteks KBG, hakim diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang
mempertimbangkan kebutuhan korban serta dampak dari tindakan kekerasan tersebut.
Putusan hakim dapat berupa hukuman penjara bagi pelaku atau tindakan rehabilitasi
tergantung pada beratnya tindak kekerasan.

Namun, meskipun mekanisme penegakan hukum telah ditetapkan, tantangan besar
tetap ada dalam implementasinya. Banyak korban KBG menghadapi stigma sosial dan
ketidakpahaman tentang hak-hak mereka, yang sering kali menghalangi mereka untuk
melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum
mengenai isu-isu gender juga dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga
masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang
kekerasan berbasis gender serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam
menangani kasus-kasus ini secara sensitif gender dan adil.
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Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Indonesia sering kali menghadapi
berbagai tantangan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum
yang memadai. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perspektif gender di
kalangan aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus di mana keputusan
hakim tidak mempertimbangkan relasi kuasa antara korban dan pelaku, seperti dalam
kasus Baig Nuril Maknun, di mana putusan tidak mencerminkan pemahaman yang cukup
tentang dinamika kekuasaan yang ada.

Selain itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami
reviktimisasi, di mana mereka kembali menjadi korban dalam proses hukum itu sendiri.
Proses hukum yang masih berorientasi pada hak-hak tersangka atau terdakwa juga
menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Media massa pun sering kali mempublikasikan
identitas perempuan yang menjadi korban, sehingga menambah stigma dan tekanan sosial
terhadap mereka. Di samping itu, banyak perempuan tidak mendapatkan pendampingan
hukum yang memadai, sehingga mereka merasa terasing dan tidak berdaya dalam
menghadapi proses peradilan.

Praktik-praktik diskriminatif lainnya juga muncul, seperti pemeriksaan perempuan
korban yang dilakukan bersamaan dengan tersangka, serta adanya kemungkinan untuk
mendapatkan sanksi yang lebih ringan bagi pelaku karena penggunaan pasal hukum yang
tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum
sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah dikeluarkan sebagai langkah untuk
mengatasi masalah ini, tantangan dalam implementasinya tetap ada. PERMA ini bertujuan
untuk memastikan bahwa proses peradilan bebas dari diskriminasi gender dan
memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan. Namun, tanpa adanya sosialisasi dan
pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan prinsip-prinsip
gender dalam penanganan kasus, efektivitas regulasi ini masih diragukan.

Di tingkat internasional, salah satu instrumen utama yang melindungi hak-hak
perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW
menekankan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang harus
dihapuskan, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari segala
bentuk kekerasan serta memastikan akses mereka terhadap keadilan dan perlindungan
hukum.

Di tingkat nasional, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT) menjadi landasan hukum penting yang mengakui KBG sebagai
pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. UU
ini mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks rumah
tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, UU ini
juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak
berwenang serta akses kepada layanan kesehatan dan rehabilitasi.
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Hak-hak perempuan juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan
hukum dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak perempuan untuk hidup bebas dari
kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Salah satu dampak utama dari KBG adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup
bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Perempuan yang mengalami
kekerasan, baik fisik maupun psikologis, sering kali menghadapi konsekuensi jangka
panjang, termasuk trauma mental, gangguan stres pasca-trauma, dan masalah kesehatan
fisik seperti cedera serius atau penyakit menular seksual akibat kekerasan seksual. Selain
itu, KBG juga dapat mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, seperti
stigma sosial, isolasi dari komunitas, dan kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan
untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan
menekankan pentingnya perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak mereka.
Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa semua manusia, termasuk perempuan,
memiliki martabat yang tinggi dan harus diperlakukan dengan hormat. Salah satu prinsip
dasar dalam Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam
berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyerukan perlakuan baik terhadap perempuan.

Islam melarang praktik-praktik kekerasan seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan
segala bentuk penyiksaan. Misalnya, dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar suami
memperlakukan istri mereka dengan kasih sayang dan saling menghormati (Qur'an 30:21).
Selain itu, Islam juga mengecam tindakan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan,
dengan menegaskan bahwa korban tidak boleh disalahkan atas tindakan yang dialaminya.
Dalam pandangan Islam, pelaku kekerasan adalah yang sepenuhnya bertanggung jawab
atas tindakan mereka, sementara korban adalah pihak yang harus dilindungi dan dihormati.

Dalam konteks hukum Islam, kekerasan berbasis gender diakui sebagai pelanggaran
serius terhadap hak asasi manusia. Hukum Islam menetapkan berbagai jenis hukuman bagi
pelaku kejahatan seksual, termasuk hukuman gisas (pembalasan setimpal) dan hudad
(hukuman yang ditentukan oleh syariat untuk kejahatan tertentu). Namun, penting untuk
dicatat bahwa hukum Islam juga mengharuskan adanya bukti yang kuat dan proses hukum
yang adil sebelum menjatuhkan hukuman.

Reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban
kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia mencakup beberapa usulan perubahan
regulasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum. Pertama, penyusunan
undang-undang khusus tentang KBG sangat penting, mengingat meskipun sudah ada UU
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih
diperlukan undang-undang yang lebih komprehensif yang secara khusus mengatur semua
bentuk KBG, termasuk kekerasan berbasis gender online. Selain itu, revisi terhadap UU No.
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diperlukan untuk mencakup
perlindungan bagi semua korban tindak pidana, termasuk mereka yang mengalami KBG.
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Penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus juga menjadi prioritas, dengan
pengembangan layanan terpadu yang menyediakan dukungan hukum, medis, dan
psikologis bagi korban.

Pentingnya edukasi dan pelatihan untuk penegak hukum tidak bisa diabaikan; aparat
penegak hukum perlu memahamiisu-isu gender dan hak-hak perempuan melalui pelatihan
reguler agar dapat menangani kasus KBG dengan adil dan empati. Selain itu, kampanye
kesadaran publik yang luas mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya melaporkan
kekerasan berbasis gender dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendorong
lebih banyak korban untuk mencari bantuan. Mengingat meningkatnya kekerasan berbasis
gender di dunia maya, perlu ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi korban
kekerasan berbasis gender online (KBGO), termasuk mekanisme penanganan kasus KBGO
secara efektif. Terakhir, integrasi kebijakan dalam situasi darurat juga sangat penting,
mengingat dampak bencana terhadap peningkatan KBG; ini termasuk penyediaan ruang
aman bagi perempuan dan anak-anak selama situasi darurat. Melalui reformasi hukum yang
komprehensif ini, diharapkan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dapat
ditingkatkan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung
bagi perempuan di Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan
perlindungan hukum, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pendidikan dan
sosialisasi yang menyeluruh mengenai hak-hak perempuan harus dilakukan di berbagai
lapisan masyarakat. Ini bisa meliputi penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kampanye
informasi yang menjelaskan tentang hak-hak perempuan berdasarkan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan undang-
undang nasional seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Melalui program-program ini, masyarakat dapat lebih memahami
pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Kedua, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting.
Organisasi-organisasi ini sering kali memiliki pengalaman dan sumber daya untuk
melakukan advokasi serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai isu-isu
KBG. Dengan bekerja sama, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan
program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak
perempuan. Selanjutnya, penggunaan media sosial dan platform digital dapat
dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang hak-hak perempuan secara luas
dan cepat. Kampanye daring yang menarik dan informatif dapat menjangkau audiens yang
lebih besar, terutama generasi muda, sehingga mereka lebih peka terhadap isu-isu gender.

Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga perlu dilakukan untuk
memastikan bahwa mereka memahami pentingnya perlindungan hak-hak perempuan
dalam penegakan hukum. Dengan meningkatkan pengetahuan dan sensitivitas gender di
kalangan penegak hukum, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lebih adil bagi
korban KBG. Terakhir, penguatan kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan
hak-hak perempuan juga sangat penting. Pemerintah harus berkomitmen untuk
menerapkan undang-undang yang ada secara konsisten dan melakukan evaluasi terhadap
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efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan melihat adanya
tindakan nyata dari pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan.

KESIMPULAN

Peran hukum dalam mengatasi kekerasan berbasis gender (KBG) dari sudut pandang
hak asasi manusia dan politik Islam menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka
hukum yang mendukung perlindungan perempuan, tantangan dalam implementasinya
masih signifikan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 memberikan
dasar hukum yang penting, namun kesenjangan dalam penegakan hukum, stigma sosial,
dan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum menghambat efektivitas
perlindungan bagi korban.

KBG tidak hanya melanggar hak asasi manusia perempuan tetapi juga mencerminkan
ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
reformasi hukum yang komprehensif, termasuk penyusunan undang-undang khusus
tentang KBG dan peningkatan mekanisme pelaporan serta penanganan kasus. Selain itu,
strategi pendidikan dan sosialisasi yang efektif harus diterapkan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum.

Peran partai politik juga sangat penting dalam mendorong kebijakan yang berpihak
pada perempuan dan mengintegrasikan isu KBG ke dalam agenda politik. Dengan adanya
kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan semua pemangku
kepentingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi
perempuan.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi KBG secara efektif, diperlukan pendekatan
holistik yang mencakup perubahan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan
komitmen kuat dari semua pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan berbasis
gender. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak perempuan dapat dihormati dan
dilindungi secara lebih baik di Indonesia.
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